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ABSTRAK

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu negara. Maju atau mundurnya 
suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia 
perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, 
sosial maupun politik. Krisis ekonomi yang terjdi pada tahun 1997 merupakan 
contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. 
Bank-bank mengalamai collapse, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, 
beramai-ramai untuk menarik dananya dari bank. Prudential Banking Principles 
sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bias diterapkan 
lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh sebab 
itu, sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah blueprint 
mengenai tatanan industry perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API), salah satu pilar API menerangkan tentang pelaksanaan 
Good Corporate Governance yang merupakan konsep yang menyangkut perseroan, 
pembagian tugas,kewenangan dan beban tanggung jawab. Setiap bank wajib 
melaporkan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dalam menjalankan 
kinerja perusahaan, tetapi apa yang terjadi bila Good Corporate Governance 
tersebut sampai terlambat dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia, 
dikarenakan setiap Bank wajib melaporkan tepat waktu dalam tempol (satu) bulan 
sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Kata kunci: Bank dan penyampaian laporan Good Corporate Governance

xm



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu negara. Maju atau mundurnya 

suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan 

dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun 

politik. Krisis ekonomi yang teijadi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata 

bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. Bank-bank

mengalamai collapse, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, beramai-

ramai untuk menarik dananya dari bank. Prudential Banking Principles sebagai 

landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bisa diterapkan lagi, 

disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Melihat kondisi di atas, membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral harus 

mulai berbenah diri jika tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh sebab itu, 

sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah blueprint mengenai 

tatanan industry perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API). Menurut pendapat Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang beijudul 

“Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat”, API merupakan policy direction



2

dan policy recommendation untuk industry perbankan nasional dalam jangka panjang 

yaitu jangka waktu sepuluh tahun kedepan. i

Selain itu, API juga merupakan kerangka dasar dari sistem Perbankan 

Indonesian yang bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk memberikan arah, bentuk, 

dan tatanan industri perbankan agar mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, 

kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.2 Guna mempermudah 

pencapaian API ini, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu,

menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang 

efektif dan mengacu pada standar internasional, menciptakan industri perbankan yang 

kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam 

menghadapi resiko, menciptakan good corporate governance dalam rangka 

memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mewujudkan infrastruktur yang

hl 178^ermanS^a*1> ^u^um ^er^an^an Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Media Group, 2008,

Johannes Ibrahim, Penerapan Single presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan 
Nasional, Hukum Bisnis, 2008, hlm.6
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lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, serta 

mewujudkan perbedayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan ke dalam 6 (enam) 

Pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API. Enam 

Pilar API tersebut yaitu:4 struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong 

pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional, sistem pengaturan 

yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan 

internasional, sistem pengawasan bank yang independen dan efektif, penguatan 

kondisi internal industri perbankan, penciptaan dan penguatan infrastruktur 

pendukung industri perbankan serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Salah 

satu pilar API tersebut menerangkan tentang pelaksanaan good corporate governace

yang merupakan konsep yang menyangkut perseroan, pembagian tugas, pembagian

kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari

struktur perseroan.

Prinsip pokok yang harus diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG 

adalah transparansi (transparency), keadilan atau kewajaran (fairness), akuntabilitas 

Caccountability), dan responsibilitas (responsibility), Good Corporate Governance 

(GCG) pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan,

pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab

Arsitektur Perbankan Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur-J-Perbankan 
-Hndonesia/. diakses 15 September 2010.

4 Ibid

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur-J-Perbankan
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dari struktur perseroan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

dasar good corporate governance sebenarnya merupakan esensi yang sangat 

mendasar, dan kiranya perlu diperhatikan kembali, berkaitan dengan hal-hal yang 

melatarbelakangi konsep tersebut dengan relevansi kondisi actual yang terjadi. 

Prof, wahyono Darmabrata, SH, MH dan Ari Wahyudi Hertanto, SH menjabarkan 

prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:5 Fairness (Kewajaran), Disclosure dan 

Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas) dan Responsibility 

(Responsibilitas).

masing-masing unsur

Dalam segi penerapan good corporate governance tersebut di atas, dan

kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 menjadi

satu persoalan yang belum terakomodasi sepenuhnya di dalam ketentuan Undang-

undang Perseroan Terbatas. Hal ini termasuk juga dalam permasalahan organ 

Perseroan Terbatas itu sendiri dalam kerangka good corporate governance. Begitu 

pula dengan keberadaan Undang-Undang Pasar Modal sebagai lex specialis dalam 

pengaturan Perseroan Terbatas. Berdasarkan beberapa ketentuan ini komite audit 

mempunyai tugas dan tanggung jawab.

Menurut Keputusan Menteri BUMN, tugas dan tanggung jawab Komite Audit 

adalah: 1) mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan; 2) bertanggung jawab

Wahyono Darmabrata, dan Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good Corporate Governance 
dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan 
Terbatas, Jumal Hukum Bisnis, volume 22, tahun 2003, hlm.27.
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langsung kepada Komisaris/Dewan Pengawas. Sementara itu, tugas dan tanggung 

jawab Komite Audit dalam pedoman good corporate governance (GCG) dinyatakan:

1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai;

2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;

3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal
auditor, serta kemandirian dan objektifitas eksternal auditor;

4) Mempersiakan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun 
buku yang sedang diperiksa eksternal audit.6

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup 

penelaahan (review) atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti

laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada 

komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen 

resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance). Oleh karena itu, cukup penting untuk Komisaris 

dalam melakukan pengawasan, keberadaan Komite Audit terkait dengan Good 

Corporate Governance dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, cukup 

guna membantu komisaris dalam melakukan pelaksanaan, apakah 

perusahaan sudah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik 

belum.

penting

apa

Hasnati, Analisis hukum komite audit dalam organ perseroan terbatas menuju good corporate 
governance, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, Tahun 2003, Hlm.17.
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Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate 

Governance, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam 

mengawasi berbagai aspek organisasi dalam membantu pelaksanaan tugas dan 

wewenang komisaris.

Berdasarkan uraian singkat diatas dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance, peneliti 

mencoba mengadakan penelitian hukum mengenai hal-hal yang dapat di terapkan

dalam melaksanakan manajemen perusahaan perbankan agar dapat mewujudkan

kondisi perbankan yang baik bila terjadi hal keterlambatan dalam pelaporan

pelaksanaan Good corporate Governance yang dilakukan oleh bank dalam penulisan

hukum (skripsi) dengan mengambil judul penulisan tentang: “Akibat Hukum

Keterlambatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Asas Good Corporate 

Governance dari Bank kepada Bank Indonesia."

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah 

pada sasaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan judul, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pentingnya Penerapan Good Corporate Governance pada Bank ?
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2. Bagaimana akibat hukum pada Bank bila terjadi keterlambatan pelaporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa penting Good Corporate Governance pada

bank.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bila terjadi keterlambatan informasi

pelaksanaan Good Corporate Governance oleh bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu 

Hukum pada umumnya dan secara khusus dalam bidang Hukum

Perbankan.

b. Member informasi yang lebih konkrit bagi pembuat peraturan 

perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Good Corporate 

Governance (GCG) secara nyata di lapangan di sektor perbankan, 

c. Dapat dijadikan suatu bahan kajian hukum dalam rangka menemukan

permasalahan yang berkaitan dengan perbankan.
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2. Secara Praktis

a. Memberikan sumbangan bagi perbankan agar dalam operasional 

perusahaan dikelola secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG).

b. Sebagai pedoman bagi para penegak hukum di bidang perbankan yang 

berkaitan dengan Good Corporate Governance (GCG).

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode 

menyangkut cara keija untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan.7 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.

Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Pada dasarnya metode penelitian memberikan pedoman tentang cara- 

cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami 

lingkungan yang dihadapi. Untuk mempelajari, menganalisa dan 

memahami lingkungan tersebut harus ditinjau dengan beberapa

8

cara.

7 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, Hlm.16. 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.43.
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Guna mencapai kebenaran ilmiah perlu metode penelitian, dimana 

penelitian itu adalah proses berisi langkah-langkah yang dilakukan

dan sistematis untuk dapat menemukan pemecahan masalah 

atau mendapat jawaban atau pertanyaan tersebut.9

secara

terencana

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian hukum normatif 

dilihat dari 3 (tiga) tataran ilmu hukum, yaitu : Dogmatik Hukum, Teori hukum 

dan Filsafat Hukum. Titik berat penelitian ini terletak pada tataran dogmatik

hukum. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder belaka.10

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 

Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian dengan menelaah kaidah-kaidah hukum. 

Tetapi disamping itu dalam penelitian ini juga didukung oleh pendekataan 

secara statuta yaitu penelitian guna mendapatkan informasi dari Undang-undang 

yang berkaitan dengan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate 

Governance oleh Bank.

ioSoerj°no Soekamto, Metode Penelitian Hukum, Ul-press, Jakarta, 1984, hlm.10.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.
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3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada : 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau 

dokumentasi dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan 

mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk 

memperoleh norma dasar dalam kajian data yang didapat dari buku-buku 

serta perundang-undangan, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini dibedakan menjadi:11

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau

mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun 

mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti 

peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data 

tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 

guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, 

hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah 

penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

asas-asas

a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

11 Ibid, Hlm.52
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c) Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governancebagi Bank Umum.

d) Pedoman Good Corporate Governance.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli yang

didokumentasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-

buku, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris,

1Omedia cetak maupun elektronik dan referensi lainnya yang relevan.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, 

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak dari 

instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

12 •Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat 
Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13.
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4. Bahan Hukum

a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan

penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (.Field Research), yaitu cara pengumpulan data dengan 

melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan.

c. Metode penelitian dilakukan dengan cara interview, yaitu cara untuk 

memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada sumber yang

diwawancarai. Penulis menggunakan metode wawancara langsung atau lisan

pada narasumber secara sistematis. Responden dalam interview ini adalah

pengurus Bank Sumsel cabang Kapten A. Rifai.

5. Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data 

dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta 

membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Setelah 

pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis 

deskriptif kualitatif13 yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik

secara

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukumy Bandung, PT Citra Aditya Bakti 
2004, hlm. 127. *



13

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat 

khusus.14

14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,
Bandung, Mandar Maju, 2008,hlm.35.
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